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Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan pembangunan Dae rah, terdapat 
perubahan-perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah 
dan keuangan Daerah yang berdampak terhadap rencana 
program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
Tahun 2023, maka Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 perlu ditinjau kembali untuk 
diadakan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Mengingat 

BUPATI NGAWI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

PADA SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI 
TAHUN 2023 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR \ll TAHUN 2023 

TENTANG 

BUPATI NGAWI 
PROVINS! JAWA TIMUR 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara .. Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2Q07 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara. Republik Indonesia Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 472~) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan P~r?.Wffil! Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5234) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daer-ah. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 
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12. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 96, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4663); 

14. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 ten tang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 48, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4890); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 20H> tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

20. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 10); 

26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 927); 

28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman 
Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran 
yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
clan Daerah Kabupateny Kota yang melaksanakan fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Norn or 1114); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
ten tang Penerapan Standar · Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 590); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 
Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2021 Nomor 2 Seri D); 

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 
Tahun 2019 ten tang Pengarusutamaan Gender (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D); 

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 
(Lernbaran Daerah Provinai Jawa Timur Tahun 2022 
Nomor 3 Seri A); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian clan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 
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41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
'Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 ten tang 
Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E); 

42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 71 Seri E); 

43. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Jawa Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 N0moF. 89 Seri E); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 
Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Ka.bu paten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 [Lernbaran 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
T~hlJn 202 l N9m9r 98, T~Q~h~n ~~mQ~~n Daerah 
Kabupaten Ngawi Nomor 274); 

4 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 09, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 277); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2022 Nomor 04); 

50. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 135 Tahun 2021 tentang 
Rencana Strategis Perangkat Daerah pada Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Berita 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 135) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Ngawi Nomor 61 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Ngawi Tahun 2022 Nomor 61); 

51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 25); 
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(1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3.A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Palisi Pamong 
Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun 
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

Pasal 3.A 

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 3.A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten · Ngawi Tahun 2022 
Nomor 146) diubah sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022 
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI 
TAHUN 2023. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita 
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi 
Nomor 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2023 Nomor 72); 

53. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 146 Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Palisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (Berita Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 146); 

54. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2022 Nemer 216) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 
Nomor 21); 
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BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR u1 

202.\ 

Diundangkan di Ngawi 
pada tanggal :u ~\l~S 'lO'Z.~ 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

Pasal II 

(2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Satuan Palisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a. BAB I PENDAHULUAN 
b. BAB Il EV.AJ.,UASI REN,JA SAMPAI DENGAN TRIWUI.AN II TAHUN 

BERKENAAN 
c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAE RAH 
d. BAB IV PENUTUP 
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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

hanya karena perkenan Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja kabupaten Ngawi tahun 2023  dapat terselesaikan dan dapat 

dituliskan ke dalam bentuk buku. 

 Secara garis besar renja ini merupakan bentuk penjabaran dari 

pelbagai dokumen perencanaan seperti halnya RPJMD Kabupaten Ngawi 

dan Renstra. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan 

pencapaian visi, misi, sasaran maupun tujuan organisasi sebagaimana 

tertuang dalam dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas. 

Melalui renja, semua perencanaan diukur dan dilakukan secara nyata di 

lapangan sehingga memudahkan untuk dilakukan monitoring dan 

evaluasinya dari waktu ke waktu. Sehingga pada akhirnya dapat 

ditentukan telah sejauh mana visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi 

telah dicapai. Di samping renja menjadi tolok ukur transparansi dan 

akuntabilitas kegiatan dan penganggaran sebagaimana prinsip 

kepemerintahan yang baik (good governance). 

 Penyusunan Perubahan renja ini tentu tidak terlepas dari dukungan 

segenap pihak baik di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Ngawi maupun hasil koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD terkait dalam 

lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Oleh karena itu besar harapan kami 

dokumen renja ini dapat mewakili sekaligus dapat menjadi pedoman 

pelaksanaan kegiatan – kegiatan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam rangka kontribusi kami mewujudkan visi dan misi Kabupaten Ngawi 

di masa mendatang. Sekaligus menjadi acuan dan tolok ukur dalam 

pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. 

 Demikian Rencana kerja ini kami susun dan semoga dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Ngawi Tahun 2023 adalah perubahan rencana kerja tahunan yang 
merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah 

direncanakan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini disusun berdasarkan pada 
Menteri Dalam Negeri NGmQr iG Tahun 2017 Tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah 2023 

Dokumen perencanaan daerah memiliki keterkaitan satu sama lain 
dalam pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan merupakan 
kumpulan proses perencanaan pembangunan untuk penyusunan rencana 
pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. 

Dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya 
sangat berkorelasi, saling menentukan dan berusaha saling bersinergi. 
Sejalan dengan landasan hukum perencsnaan di tingkat pusat, maka 
dokumen Perencanaan Daerah meliputi : 
l. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
3. Rencana Strategis Perangkat Daerahj 

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD; dan 
5, Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

1.1 LATAR BELA.KANG 

BABI 
PENDAHULUAN 

LAMP IRAN 
PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR Ui TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NGAWI NOMOR 146 TAHUN 2022 TENTANG 
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 
PADA SATUAN POLIS1 f>AMONG PRAJA 
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 



. 
Rencana Kera Perangkat Daerah berkenaan; 

Dengan demikian mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1), maka faktor-faktor pendukung 
adanya perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Adanya Penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
Penyesuaian target kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan 
Pergeseran anggaran di karenakan adanya penyesuaian prioritas 
Perangkat Daerah 

Penyesuaian Target pada Kegiatan dan Sub Kegiatan 

Landasan hukum terkait Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (SPPN) berpedoman pada Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004, 
sedangkan terkait Keuangan Negara tercantum pada Undang-Undang 17 
Tahun 2003, sebagaimana terlampir pada gambar berikut: 

perencanaan daerah, karena merupakan produk penyempumaan 
perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil untuk 
memaksimalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya 

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan 
dokumen perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 pasal 343 ayat (1), dengan adanya perubahan rencana Kerja 
Pemerintah Daerah secara otomatis Rencana Kerja Perangkat Daerah juga 
mengalami perubahan .Perubahan tersebut dapat ?ilakukan apabila 
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan 
menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, 

1" 

meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas 
pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, 
rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maupun 

. ,, 

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Ngawi merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat 
Program, Kegiatan dan Sub kegiatan perubahan dalam satu tahun dan 
sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023. Selain itu dokumen 
Perubahan Rencana Kerja ini digunakan untuk me-review hasil evaluasi 
pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Triwulan II Tahun 2023. 
Perubahan Rencana Kerja memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistern 
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Penyusunan Rencana Kerja mendasar pada peraturan - peraturan 
sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
,Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

1.2 LANDASAN HUKUM 

u u No. 2512004 uo Slstem 
Pe.-encanaan Pemt>anoun.m 

Rincian 
APBO 

APBD 
( 

. l 
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Daeran Daeral'I 

Oipematii,.an j 

APBN 

Rinclan 
APSN 

RPJP 
Nasiona.l 

l 
Rensua Pe<!omrm Ren.ia - PecJcirnan RICA - 

KIL Kii... j- KIL 

l 
l < I 

J 
RP.JM if;w,""..,, RKP Pedcman RAPSN 

Na$icna1 11----1 

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 
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7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
;ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, 
Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 
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' Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang Standar 

Pela~anan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178 

dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 No1:f10r 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 489Q}; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
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Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Norn or 2036); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 ten tang 
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupaten/ Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang 

24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

26. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan 
Kabupaten/Kota Layak Ana.k {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 96); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

28. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 4 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan 
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk 
Pemerintah Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1346): 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6323); ,, 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 
Inforrnasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1114); 

33. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

34. Peraturan ·Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

36. Peraturan Menteri D~am Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 ten tang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagairnana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D); 

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Penga:rusutamaan Gender (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2019 Nomor 7 Seri D); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); .. 
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(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10); 
45. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 ten tang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten 
Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 
2012 Nomor 19); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi 
{Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2021-2026 {Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 
Nomor 09); 

48; Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2022 Nomor 01); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
{Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04); 

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 
Nomor 3 Seri-A); 

41. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
9 Tahun 2019 ten tang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 202q_ Nomor 39 Seri E): 

42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2022 tentang 
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Jawa 
Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 
Nomor 71 Seri E); 

43. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa 
Timur Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 
Nomor 89 Seri E); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 
"' 
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Sementara itu, tujuan dari penyusunan Dokumen Perubahan 
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 
menjadi pedoman untuk : 

,., 
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yaitu sebagai penyempuma arah 
kebijakan dalam dokumen induk RPJMD Kabupaten Ngawi 2021- 
2026. Maksud lainnya dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

a. Sebagai acuan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran 
kinerja dalam proses revisi APBD 2023.; 

b. Sebagai dasar prioritas pembangunan APBD Perubahan Tahun 
2023 

Kedudukan.susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja 
Satuan Palisi Pamong Praja 

51. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten 
Ngawi Tahun 2022 Nomor 119) sebagairnana diubah dengan Peraturan 
Bupati Ngawi Nom01· 72 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2023 Nomor 72}; 

52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
(Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun ·2023 Nomor 21). 

53. Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja 
Perangkat Daerah Pada Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 
Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 
Nomor 146) 

Ten tang 2022 Tahun 25 Nomor Bupati 50. Peraturan 
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2,~ lmplikasi yang timbul terhadap target capaian IKU Perangkat Oaerah; 

2.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

2.1 Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi 
target kinerja yang direncanakan; 

2.2 Realisasi program(kegiatan/subkegiatan yang telah memenuhi 
target kinerja yang direncanakan 

2.3 Realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang melebihi target kinerja 
yang direncanakan; 

2. 4 Faktcr-faktsr penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 
melebihi target kinerja program/ kegiatan / su bkegiatan; 

i 

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 

TAHUN BERKENAAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan baik. Bab I terdiri dari: 

1. 1. Latar Belakang 
f.2. Landasan Hukum Penyusunan 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sedangkan Renja Satuan Polisi Pamong Praja mi disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

BABIPENDAHULUAN 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

kinerja, serta mengubah lokasi dan kelompok sasaran berdasarkan 

asumsi RKPD Tahun 2023. 

1. Menjelaskan keadaan di mana asumsi yang mendasari terkait dengan 

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang diidentifikasi 
sebelumnya telah berubah. 

' 2. Kebijakan UII].um Perubahan APBD (KUPA)', Penyusunan 

3. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS),dan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD). 

4. Mengubah subkegiatan, menghapus subkegiatan, menambah 

subkegiatan baru/ altematif, meriambah atau mengurangi target 
~ 
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Berisikan uraian penutup, berupa: 

4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam 

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 

4 .2 Kaidah-kaidah pelaksanaan; 
4.3 Rencana tindak lanjut; 

4.4 Pada bagian lembar terakhir disediakan tempat untuk tanda 
tangan Kepala Oaerah, karena Ookumen Perubahan Renja-PD 
akan menjadi lampiran dari Rancangan Perkada tentang 
Perubahan Renja-PD 

Pada Bab ini berisikan penjelasan mengenai: 

3 .1 Faktor- faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap 
perubahan rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dan 
pendanaan; 

3.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi . program, kegiatan, 
dan sub kegiatan 

3·.3 Tabel Program/Kegiatarr/Sub Kegiatan 
BAB IV PENUTUP 

BAB III RENCANA KER.JA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
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,. 
menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Meskipun terjadi kendala 
dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan dari 3 Program 14 
Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 
Kabupaten Ngawi telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam P 
PPAS Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, 

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2023 hingga Triwulan II 

BAB lI 

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN 
POLIS! PAMONG PRAJA TAHUN BER.KENAAN 
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,, 
menemukan berbagai kendala dan permasalahan. Meskipun terjadi kendala 
dan permasalahan, hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan dari 3 Program 14 
Kegiatan serta 29 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 

Kabupaten Ngawi telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar dalam P 

PPAS Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023, 

Evaluasi dari pelaksanaan kinerja Tahun 2023 hingga Triwulan II 

BAB II 

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SATUAN 

POLIS! PAMONG PRAJA TAHUN BERKENAAN 
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' kegiatan/ subkegiatan, antara lain : 
1. Kesulitan dalam realisasi kegiatan karena bersifat antisipasi seperti 

penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; 

Berdasarkan data tersebut di atas terdapat faktor-faktor penyebab 
tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ 

2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum rata-rata 
capaian kinerja sebesar 48,02% predikat kerja sangat rendah dan 
capaian anggaran 46,86% predikat kerja sangat rendah. 

I 

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan 
Penyelamatan Non Kebakaran rata-rata capaian kinerja sebesar 62,5% 
predikat kerja rendah dan capaian anggaran 60,21 % predikat kerja 
rendah. 

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
rata-rata capaian -kinerja sebesar 43,54% predikat kerja sangat rendah 
dan capaian anggaran 5~,46% predikat kerja rendah. 

5. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum rata-rata 
capaian kinerja sebesar 48,02% predikat kerja sangat rendah dan 
capaian anggaran 46,86% predikat kerja sangat rendah. 

6. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan 
Penyelamatan Non Kebakaran rata-rata capaian kinerja sebesar 62,5% 
predikat kerja rendah dan capaian anggaran 60,21 % predikat kerja 
rendah. 

. 
rata-rata capaian kinerja sebesar 43,54% predikat kerja sangat rendah 
dan capaian anggaran 55,46% predikat kerja rendah. ,. 

Dari Program/Kegiatan/Sub Kegiatan di atas, untuk realisasi 
program/kegiatan /sub kegiatan masih rendah. Adapun yang belum 
memenuhi target 'yang direncanakan sebanyak 16 Sub Kegiatan dan yang 
telah !Ileinenuhi target sebanyak 11 Sub Kegiatan serta yang melebihi target 
kinerja sebanyak 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

16 



2. Adanya keterlambatan serah terima barang, perubahan metode lelang, 
dan mundurnya jadwal lelang merupakan beberapa penghambat yang 
terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa; 

3. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang 
sudah selesai dilaksanakan; 

4. Sering terjadinya pergantian pejabat/personil yang ada di Perangkat 
Daerah; 

5. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang 
narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang 
ditentukan oleh pihak lain; 

6. Perencanaan kegiatan yang dilaksanakan terkadang terjadi 
ketidakcermatan sehingga dapat menimbulkan be berapa rnasalah 
seperti kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan 
rencana kegiatan. 

7. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah 
rnengakibatkan setiap personil aparat harus selalu mengikuti Diklat dan 
Bimbingan teknis serta sosialisasi terhadap adanya peraturan-peraturan 
tersebut dalam rangka peningkatan sumber daya manusianya 

Dari beberapa faktor-faktor tersebut tidak ada implikasi yang mempengaruhi 
terhadap capaian Indikator Kinerja Utarna, Satuan Polisi Pamong Praja, hal 
ini dikarenakan hanya keterlambatan proses administrasi. Dengan demikian 
kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk 
mengatasi capaian kinerja antara lain : 

1. Evaluasi menyeluruh dari pejabat struktural samapai dengan pada 
staf disemua bidang. 

2. Memaksimalkan inovasi-inovasi yang ada untuk meningkatkan 
efektifitas capaian kinerja. 

3. Memberikan kesempatan para bawahannya untuk mengernbangkan 
diri sesuai tupoksi masing-masing menciptakan situasi lingkungan 
kerja baru 

l7 



b. Rekapitulasi program kegiatan dan sub kegiatan 
. I 

Renja Tahun 2023 terdiri dari 3 Program 14 Kegiatan serta 29 Sub 
Kegiatan dan Target indikator program kegiatan dan sub kegiatan 

a. Fak,tor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan 
rumusan program kegiatan dan sub kegiatan 
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan tindak lanjut dari 
penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang 
telah rnengalami perubahan pagu perubahan renja tahun 2023 dan 
faktor perubahan di sebabkan: 

• Pendanaan Perangkat Daerah dalam Rancangan Rencana Kerja 
Tahun 2023 adanya Perubahan atas ke dua atas APBD Tahun 
2023 

• Adanya Penyesuain Gaji di tindak lanjuti adanya pergeseran gaji 
dari Badan Keuangan 

• Penyesuaian pagu dan sub kegiatan yang bersumber dana 
transfer hasil pemetaan Peraturan Menteri terkait: sumber dana 
DAK Fisik dan DAK non Fisik,sumber dana DBHCHT ,Sumber 
dana DID 

pembangunan daerah, serta prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan 
standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan 
Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan 
kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung 
terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Ngawi dan untuk rnendukung prioritas 

". 

BAB III 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

18 



banyak yang mengalami perubahan. Total pagu indikatif sebelum 
perubahan Rp 14.877.956.200 dan setelah perubahan menjadi 
Rp 15.255.886.576 

19 
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Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, selanjutnya 

Rencana Kerja Tahun 2023 akan dipcrgunakan sebagai acuan dalam 

penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dengan berpedoman pada 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Demikian Perubahan Rencana Kerja Satuan Palisi Pamong Praja 

Tahun 2023 disusun untuk selanjutnya menjadi dasar penetapan 

Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dan 

menjadi 'pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta 

Prioritas Plafon Anggaran Sernentara Perubahan Tahun 2023. Kebijakan 

Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Sementara Perubahan akan disampaikan Pemerintah Kabupaten Ngawi 

Perubahan Rencana Kerja berperan menjabarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang mencakup prioritas 

pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang memuat 

gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah 

kebijakan fiskal, serta program Perangkat Daerah berupa kerangka regu1asi 

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dengan menyesuaikan 

perubahan kondisi yang ada di daerah selama tahun berjalan. 

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun mengacu pada 

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun berjalan yang 

menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan 

meliputi: 

1. Perkembangan yang' tidak sesuai dengan asumsi prioritas 

pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan 

daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah berkenaan; 

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan 

BAB IV 

PENUTUP 

31 



kepada DPRD Kabupaten Ngawi untuk dibahas sebagai landasan 
penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. 

32 



ERNA INDRAWATI, SE. 

~'i) 
YULl~ALENA, SE 

PERENCANA PERANGKA T DAERAH VERIFIKATOR BAPPEDA 

Pada hari ini Senin, 14 Agustus 2023, berternpat di Aula Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan 

verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 

2023 dengan catatan substansi pada lembar verifikasi sebagairnana terlampir. 

Selanjutnya hasil verifikasi akan segera ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah 

sebagai syarat utama penetapan Peraturan Bupati Ngawi tentang Perubahan Renja 
Perangkat Daerah Tahun 2023. 

Dernikian Berita Acgra ini disusun untuk dipergunakan sebaqairnana 
mestinya. 

BERIT A ACARA 

VER I Fl KASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKA T DAERAH 

SATUAN POUSI PAMONG PRAJA 

TAHtJN 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
BADAN PERENCANAAN 

PEMBANGUNANDAERAH 
Jalan Teuku Umar No. 12 Kade Pos 63211 Telp/Fax (0351) 746843 

Email : bappeda@ngawikab.go.id 
Website : http/www.1:>appeda.ngawikqb,go.id 
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NOMOR : 700.1.2.8/02.88.5/404.200/2023 
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023 

...... 

LAPORAN HASIL REVIU 
RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH (PERUBAHAN RENJA-PD) TAHUN 2023 
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN NGAWI 

- 



1 

Ool<umen ini telah ditand~tangani secara elelctronlk yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 

Laporan Hasil Reviu Perubahan •. Renja PD Tahun 2023 

700.l.2.8/02.88.5/404.200/2023 
Rahasia 
1 (satu) berkas 
Laporan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir 
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
(Perubahan Renja-PD) Kabupaten Ngawi Tahun 
2023 

Ngawi, 18 Agustus 2023 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 
INSPEKTORAT 

Jalan Teuku Umur No.12, Kode Pos 63211 
Telepon (0351) 749016, Faksimile (0351) 749016 

Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id 

Nomor 
Si fat 
Lampi ran 
Perihal 

\ 

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2023 sudah lengkap; 

b. Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja pada dokumen 
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 
sudah selaras dengan Perubahan RKPD 2023; 

I 

Dengan ini kami sampaikan Laporan· .Hasil Reviu atas Rancangan Akhir 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 

pada Satuan Palisi Pamong Praia Kabupaten Ngawi, dengan hasil reviu sebagai 
beriku~ 

I. RINGKASAN EKSEKUTIF 

Mendasar Surat Perintah Tugas lnspektur Kabupaten Ngawi Nomor 

800.1.ll.1/02.46/404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang melaksanakan 

reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah (Perubahan 
Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi yang 
difaksanakan mufai tanggal 14 sampai dengan 18 Agustus 2023. 

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut: 

Yth. Sdr. Kepala Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 

di 

Ngawi 



Dokumen ini telah ditandatangani secers elektronik yang diterbitkan oleh 82/ai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN 

11. ·oASAR HUKUM 

Dasar hukum yang menjadi acuan Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten 

Ngawi adalah: 

a. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubattan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

b. Peraturan Menteri DaJam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

tentanq Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran 

0aerah Tahunan; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan l\iomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah; 

e. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 T~un 2022 tanggal 27 Januari 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja lnspektorat; 

f. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/18/404.101.2/B/2023 tanggal 4 Januari 

2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan lnspektorat Kabupaten 
Ngawi Tahun 2023; 

g. Surat Perintah Tugas Bupati Ngawi Nomor 800.1.11.l/02.45/404.200/2023 

tanggal 14 Agustus 2023 tentang rnelaksanekan reviu atas Rancangan Akhir 

c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Rencana 

Kerja Tahun 2023 telah sesuai c.lengan ketentuan yang berlaku; 

d. Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu lndikatifnya pada 
! ' 

Rancangan ~khir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 

sudah selaras dengan Peraturan Bupati N.gawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 

21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 

Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 
I 

2 Laporan Hasil Reviu Perubahan Renja PD Tahun 2023 



Dokumen in/ telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan ofeh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 

IV. RUANG LINGKUP REVIU 

Rufing lingkup Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Da~rah. (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten ·Ngawi mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan 

Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 
2023 pada Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi mulai dari tahap 
penyusunan rancangan sampai dengan ditetapkan, untuk menguji : 
a. Dokurnen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Oaerah 

I . 
(Perubahan RenJa-PD) Tahun 2023 yang disusun telah didukung dengan 
dokurnen perencanaan yang mernadai; 

I 

· 2023 yang disusun telah diduku11g dengan dokumen perencanaan yang 
memadai; 

b. Mernberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan Dokumen Rancangan 
Akhir Perubahan · Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) 

Tahun 2023 telah berpedoman pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja 
Pernerintah Daeran Kabupaten Ngawi Tahun 2023 (P-RKPD); 

c. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir 
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun .... 
2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika 

_penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 

Ill. TUJUAN REVIU 

Tujuan dari dilaks~nakannya Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana 
Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Re'nja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Palisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi adalah: 

a. Memberikan keyakinan terbatas bahwa Dokumen Rancangan Akhir 
Perubahan Rencana Kerja Peraogkat Daerah · (Perubahan- Renja-PD) Tahun 

Perubahai 1 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 
2023 pada Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi; dan 

h. Surat Perintah Tugas lnspektur Kabupaten Ngawi Nomor ,, 
I 

800.l.ll.l/02.46/404.200/2023 tanggat 14 Agustus 2023 tentang 
metaksanakan rev.iu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Palisi 
Pamong Praja Kabupaten Ngawi. 

3 Laporan Hasil Reviu Perobahan Renja PD TafKm 2023 



Dolwmen ini te/ah ditandatangani secara elektronik yang diterbitM.11 oleh Balai Sertifikasi Elel<tronik {BS<E), BSSN 

V. ~METOOOLOGI REVIU 

a. Reviu atas Rancangan ~khir Perubanan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 

dilaksanakan sesuai dengali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 
Tahun 2018 tentanq Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan 

A~ggaran Daerah Tahunan. · 

b. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi penelaahan atas 
. . 

dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan 

dokurnen pendukung lainnya serta wawancara dengan petugas/pejabat yang 
l 

terkait dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah: 
c. Pelaksanaan reviu sebaqairnana dimaksud dilakukan sesuai dengan 

langkah kerja yang telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat 
I I 

disesuaikan denqan kebutuhan: 

d. Langkah- kerja dimaksud untuk rnendapatkan keyakinan terbatas dengan 
melaf<ukan pengujian: ·1 ' 

Apakah Rancanqan Akhir Perut;>ahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 
yang disusur telah didukung dengan dokumen perencanaan yang . \) . 
memadai; 

Apakah rurnusan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat . . 
Daerah telah disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD); 
Apakah rumusan Rancanqan' A~hir Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah tetatu disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan 

. ~okumen Peru~ahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
e. Hasil pelaksanaan langkah kerja Reviu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu 

yang selanjutnya disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR) yang memuat 
simpulan hasil Reviu; 

b. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 telah disusun berpedoman pada 

ookurnen Perubahan Rencana Kerja Pemerimah oaeran Kabupaten Ngawi 

Tahun 2023 (P-RKPD); 

c. Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Perubahan ~enja-PD) Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan tahapan, 

tata cara dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah. 

4 Laporan Hasil Reviu Pef!Jbahm? RCfllfl PD Tahun 2023 
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Dokumen lni te/ah ditandatangani secara elel<tronil< yang diterbitl<an oleh Balai Sertifil<asi EJektronil< (BSrE), BSSN 

5 Laporan Hasil Reviu Peruballan Renja PD Tahun 2023 

NUR ARIF RAHMANTO. S.Sos., M.Si 

VI. GAMBARAN UMUM 

Pembantu 
Penanggungjawab 
Pengendali Mutu 
Pengendali Teknis 
Ketua nm 
Anggota 

No Program Pagu lndikatif 
(Rp.) . 

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINT AHAN 9.553.303. 700,00 
DAERAH KABUPATEN/ KOTA I 

2. PROGRAM PEN I NG KA TAN t<ETENTERAMAN DAN 5.321. 782.876,00 
KETERTIBAN UMUM 

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, 380.800.000,00 
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 
NON KEBAKARAN I 

JUMLAH 15.255.886.576,00 

Kabupaten Ngawi dilaksanakan .setama 4 ( em pat) hari kerja dari tanggal 
14 sampai dengan 18 Agus,tus 2023 . .. 

DONI FO~TANO,S.Sos, M.Si 
SIGIT MARDYANTO, ST, M.M 
UKA PIPIP SUKWAN S, ST, M.Si 
DWI RATNAWARDANI, ST, M.M 
ANANG YENI S, Amd 
GALIH SRI RAHAYU, S.Sos 
MUSTANUL SANIA HUDA, S.AP 
HERLAMBANG BAGUS P, S. SIAN 

h. Reviu atas Rancangan Al<hir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Palisi Pamong Praja 

f. Menyusun Laporan Hasil Reviu (LHR) berdasarkan simpulan hasil Reviu yang 
telah dilaksanakan beserta rekomendasinya; 

g. Reviu dilaksanakan t;>erdasarkan Surat Perintah Tugas lnspektur Kabupaten 
Ngawi 800.l.ll.1/02.461404.200/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang 
melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 
Perahgkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Palisi 
Pampng Praja Kabupaten Ngawi, dengan susunan tim sebagai berikut: 
Penanggung Jawab Ors. YULIANTO KUSPRASETYO 



DOKumen ini telah <iitant:Jatangani secara elektronif< yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elef<tronik (BSrEJ, BSSN 

v,1. URAIAN HASIL REVIU 

Berdasarkan hasil Reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Polisl Pamong 

Praja Kabupaten Ngawi dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Kelengkapan Dokumen Pendukung Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 

Kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir 
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 
2023 secara umum telah tercukupi. Dokumen pendukung yang sudah ada: 
a. Hasil Pengendalian pelaksanaan- perubahan Renja Perangkat Daerah 

Kabupaten sampai dengan Triwu!an II Tahun berkenaart; 
b. Perubahan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2023; 

c. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana 

Kerja Perangkat Daerah; 

d. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; 

e. Serita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja / laporan hasil verifikasi 

rancangan akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah. 

b. Keselarasan Nama Program, Pagu Dana, lndikator dan Target Kinerja 
Perangkat Daerah Penanggungjawab dalam Perubahan Renja Dengan 
Perubahan RKPD 

Nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah 

p~nanggungjawab dalam Pe'rubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras dengan Perubahan 

RKPD Tahun 2023. 

c. Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja 
Peran9.kat Daerah Tahun 2023 

Penyusunan Substansi Antar Bab Rancangan Akhir Perubahan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Keselarasan Rencana Program Prioritas Daerah beserta Pagu lndikatifnya 
Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada Rancangan 

Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Perubahan 

RKPD Tanun 2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 
Tahun 2023 tanggal, 21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

6 Laporan Hasil Reviu Perubahan Renja PD Tahun 2023 



Dokumen ini telah ditandatangani secste etel<tronik yang diterbitl.an oten Ba/ai Sertifikasi Ele/<tronik (BSrE), BSSN 

Tembusan: 
Yth. 1. Bupati Ngawi; 

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi. 

Ors. YULIANTO KUSPRASETYO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 196607251986021004 

INSPEKTUR KABUPATEN NGAWI, 

I 
lnspektorat Kabupaten Ngawi menyampaikan terima kasih atas bantuan dan 
kerjasama dari seluruh Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat 
Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2023 pada Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten Ngawi atas kesediaannya memberikan dataldokumen yang diperlukan. 

VIII. APRESIASI 

\ 

Tidak ada rekomendasi 

Nomor 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 

2023. 

e. Koreksi/Perbaik~ yang Belumffidak disetujui 

Tidak ada koreksi ·, 

f. Saranlrekomendasi 

7 Laporan Hasil Reviu.Perubahan Renja PO Tahun 2023 
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Catalan Hasil Reviu Rancangan AAAir Per:ubahan Rc(fa Perangkal Daerah Tahun 2023 

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas lnspektur Kabupaten Ngawi 

Nomor 800. 1.11.1 /02.46/404.22/2023 tanggal 14' Agustus 2023 untuk melaksanakan 

reviu atas Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan 

Renja-PD) Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut: 

DATAUMUM 

Berdasarkan Surat Kepala BAPPEOA Ka bu paten Ngawi Nomor 

000.7.2.4/107/404.401/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Reviu Perubahan Renja 

Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada lnspektur Kabupaten Ngawi, telah disampaikan 

dokumen terkait Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah lnspektorat 

Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Tim Reviu Rancangan Akhir 

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagai berikut: 

1. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023, tanggal 21 Juli 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023; 

2. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten 

Ngawi sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan; 

I URAIAN CATATAN HASIL REVIU 

Disetujui oleh 

T anggal/Paraf 

SIGIT M./18 A~ ustus 2023 

1: 
Diteliti oleh 

T anggaflParaf 

UKA PIPIP s.~ Agustus 2023 Disusun oleh 

T anggal/Paraf 

lnspektorat Kabupaten Ngawi 

DONI F ./18 I- gustus 2023 

~~ 

CATATAN HASIL REVIU 

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKA T DAERAH 

(PERUBAHAN RENJA-PD) 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 

PEMERINTAt-1 t<ABUPATEN NGAWI 
INSPEKTORA T 

~ Jalan Teuku Umur No.12, Kode Pos 63211 
Telepon (0351) 749016, Faksimile (0351) 749016 

Email:inspektorat@ngawikab.go.id Website:inspektorat.ngawikab.go.id 



2 Catalan Hesif Reviu Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daemll Tahttn 2023 

· Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan tangkah kerja yang 
. ' 

telah ditentukan dalam Program Kerja Reviu dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. 

Pelaksanaan langkah kerja reyiu dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu yang selanjutnya , 
disusun dalam Catatan Hasil Reviu (CHR). 

Catatan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud merupakan kesimpulan dari hasil reviu yang 
memuat: 

- Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 yang harus diperbaiki; 

- Tindakan perbaikan yang disarankan oteh Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan 

Renja Perangkat Oaerah Tahun 2023 dan perbaikan yang telah ditindaklanjuti maupun 
belum ditindaklanjuti oleh Tim penyusun dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja 
Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023. 

Selanjutnya berdasarkan CHR yang telah disepakati antara Tim Reviu lnspektorat 
Kabupaten Ngawi dengan Tim Penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2023, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Reviu. 

dengan ketentuan datam Peraturan Menteri Oalam Negeri Repubfik Indonesia Nomor 1 O 
Tahun 2018. Pela_ksanaan reviu sebaqaimana dimaksud metiputi kegiatan penelusuran 
informasi dan/atau angka, perrnlntaan ketera~gan serta anahsis dokumen Rancangan 
-Akhir Perubahan Renja Perangkat Oaerah Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 

I Tahun 2023 .. 

3. Rancangan Akhi~ Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Saluan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023;·· 

4. Laporan Hasil Pengendahan Kebijakan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja 
Perangkat Daerah; 

5. Serita Acara verifikasi rancangan perubahan Renja / faporan hasit verifikasi rancangan 
akhir perubahan rencana kerja Perangkat Daerah; 

6. SK Tim Penyusun; dan 
7. Orientasi dan Agenda Kerja Tim. 

Berdasarkan dokumen yang telah diterima, Tim Reviu Rancangan Akhir Perubahan 

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 melaksanakan reviu sesuai ,. 



I 
• . 

' 

3 Catatan Hasil Reviu Rancangan Al<hir Pet\lbahan Ronja Perangkar t;)aerah Tahoo 2023 

Berdasarkan pengujian atas penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir 
I 

Perubahan Renja Perangkat Oaerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 
Tahun 2023, diperoleh hasil bahwa untuk penyusunan Substansi Antar Bab 
Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Oaerah Satuan Polisi Pamong Praja 
Ka bu paten Ngawi Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan. 
Kesimpulan : 
Berdasarkan hasil reviu, penyusunan substansi antar bab Rancangan Akhir 

Perubahan ~enja Perangkat Daerah Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi 

Tahun 2023 sudah sesuai dengan ketentuan·. 

3. PENGUJlAN ATAS PENYUSONAN SUBSTANSI ANTAR BAB RANCANGAN 

AKHIR PERUBAHAN RENJA PERANGKA T DAERAH 

2. Pe.~gujian Atas Kesetarasan Nama Program, Pagu Dana, lndikator dan Target 
Kinerja P4lrangkat Oaerah Peoanggungjawab Dalam Perubahan Renja Dengan 

I 

Perubahan RKPD 
.Berdasarkan pengujian atas keselarasan nama program, pagu dana, indikator dan 
target kinerja Perangkat Daerah peoanggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat 
Oaerah Satuan -Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras 
dengan Perubahan RKPO Tahun 2023. 
Kesimpulan: 
Berdasarkan hasil reviu, 'keselarasan nama prog~m. pagu dana, indikatar dan target 

kinerja Perangkat Daerah pen~nggungjawab dalam Perubahan Renja Perangkat 

Daerah Saluan Palisi Pamang Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah selaras 

dengan Perubahan RKPD Tahun 2023. 

Berdasarkan pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung, diperoleh hasil bahwa 
kelengkapan dokumen pendukung untuk penyusunan Rancangan Akhir Perubahan 
Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 
sudah lengkap._ 
Kesimputan : 
Berdasarkan hasil reviu, kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir 

Perubahan Rencana Kerja Rerangkat Daerah Saluan Palisi Pamang Praja Kabupaten 

Ngawi sudah lengkap 

1. PENGUJIAH ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG RANCANGAN 

AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKA T DAERAH 



4 Catalan Has,1 Reviu Rancangan Ak/lir Pert.1baf1f111 Renja Perangkat Daerah Tah1111 2023 

S.Sos M.Si 

6. Rekomendasi 

5. Koreksi/ Perbaik.an yang belum/tid_ak disetujui 

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat_ Daerah Satuan Palisi Pamong Praja 
Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sudah se/aras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 

72 Tahun 2023 tanggal 21 Juli 2023 ientang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 
' 119 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. 
', 

Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil reviu, rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif pada . ~ 

4. PENGUJIAN ~ TAS PENYELARASAN RENCANA PROGRAM PRIORITAS 
. ' 

DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIFNYA 
Berdasarkan pengujian atas keselarasan rencana program prioritas daerah beserta 

pagu indikatif pada Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi Tahun 2023 dengan Perubahan RKPO Tahun 
2023 sudah selaras dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 72 Tahun 2023 tanggal 

21 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Oaerah Tahun 2023. 
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